PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG
POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan dan pembinaan karier Pegawai

Negeri Sipil, agar adanya keserasian dan_ keterkaitan‘ antafl-a
pendidikan, pangkat, jabatan, pengabdlgn, prestasi kerna,
sehingga terencana, terarah, dan berkesinambungan, perlu

diatur pola karier Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 188 ayat (4)
dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201'?:
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Setiap Instansi
Pemerintah menyusun pola karier instansi secara khusus
sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier
nasional dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian,;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indoensia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang
di Provinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lemabaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4349);

3. U_miiang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembar _
Indonesia Nomor 5494); an Negara Republik
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Menetapkan

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Nepara Repulilik
Indonesia Tnhun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tenlang
Pemerintahan Daerah  (Lemburan Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2G10 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5133);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil | Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);

Peraturan Pemerintah Nemor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola

Karier Pegawai N=gen Sipil;

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
( Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun
2016),

Peraturan Bupati Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Fel;ubahan Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016
Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI LEBONG TENT KARIE
ANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL. SO :
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

11,

12.
13.

14,

15.
16.

17,

18.

Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
Bupati adalah Bupati lebong. _
Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupali sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin P‘v‘lﬂksanﬂﬂ" urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. )
Pejabat  Pembina  Kepegawainn adalah pejabat  yang mempunyal
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pefnhr:rhcntlm'!
pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. _
Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyal kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah  Kabupaten Lebong,
Pegawai MNeperi Sipil vang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara indonesia yang memenuhi svarat tertentu, diangkat sebagai pegawail
ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemenntahan .
Pegawai Negeri  Sipil Daerah selanjutnya disingkat PNSD adalah
FNSD Kubupaten Lebong.
Pola adalah pola pembinaan menggambarkan alur pengembangan
menunjukkan  keterkaitan dan keserasian antar jabatan, pangkat,
pendidikan dan  pelatihan jabatan, kompetensi serta masa jabatan
sescorang PNS, sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai
dengan pensiun.
Alur Pengembangan Karier yang selanjutnya disebut Alur Karier,
adalah lintasan perpindahan jabatan secara vertikal, horizontal maupun
diagonal yang dapat dilalui PNSD sejak pengangkatan pertuma dalam
jabatan sampai dengan jabatan tertinggi,
Penempatan PNS adalah penempatan PNSD pada jabatan sesuai formasi
PNSD dan/atau kebutuhan organisasi
Masa Kerja adalah masa pengabdian PNSD sejak diangkat menjadi CPNSD
sampai dengan diberhentikan sebagai PNSD.
Kenaikan Pangkat adalah suatu bentuk penghargaan kepada PNSD
atas prestasi kerja dan pengabdiannya.
kb gar vorer YNGD pealth Fembinaan yang perla dan harus
cara mer%un'ukk k e a1 dlli'_fﬂanggung.]awabkan dengan

- jukkan e!.c;kmlan dan keserasian antara Jabatan, pangkat
pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan jabatan kompetensi sérin
pengalaman kerja PNSD sejak pengangkatan pcnal:na i
"E‘Iiﬂ:;u sa;i‘xpai‘ dengan pemberhentian sebagal PNSD,

e mpinan  Tinggi yang selanjutn i

sekelompok Jabatan tinggi pada initansi pémeﬁgta:.jsmgkm e B

Pejabat PFimpinan Tingpi adalah P i
menduduki JPT, = .

'\..! b = s . .
soatan  Administrasi  yang selanjutnya  disingkat JA, adalah

sekel i s
FEI;}':;ngl?I;ufnﬁEair::a iﬁgﬁn‘bfnm' Iungs_i dan tugas berkaitan dengan
Pejabat Administrasi adal e o rtahan dan pembangunan,

JA pada instansi pemerintah. ' Aparatur sipil negara yang menduduki

dalam jabatan

aparatur sipil negara vang
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19.

20.

21,

22,

23.

24.

25,

206.

28.

29.

. Disiplin PNS adalan kesanggupan PNSD untuk me

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF, adalah sekelompok
Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan terientu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki
JF pada instansi pemerintah.

Pendidikan dan Pelatihan PNSD yang selanjutnya disebut Diklat

adalah proses helajar mengajar din penambahan pengetahuan,
kemampuan, pengalaman, dan lain sebayainya dalam rangka
meningkatkan komperensi dan profesionalisme PN5D.

Standar Kompetensi Jabatan adalah standar kemampuan
dan/atau keahlian yang harus dimiliki oleh seorang PNSD dalam
melaksanakan tugas jabalan. _ ,
Ferpindahan Jabatan  Sccara Horizontal  adalah F‘em_mciahan darn
satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara, baik di dalam satu
kelompok maupun antar kelompok JA, JF, maupun JPT. _
Perpindahan Jabatan Secara Diagonal adalah perpindahan

satu posisi jabatan ke posisi jabatan Jain yang lleb:'h tjngg_i antar
kelompek jabatan administrasi, JF, maupun Jabatan Pimpinan Tinggl,

Perpindahan  Jabatan  Secara  Vertikal adalah perpindahan dari
sutu posis jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tingg df dalam satu
kelompok jabatan administrasi, JF, maupun Jabatan pimpinan Tinggl.

Studi Lanjut adalah melanjutkan pendidikan akademik ke jenjang yang
lebih  tinggi guna  memperoleh  dan memperdalam pengetahuan
tentang bidang ilmu vang dimiliki untuk memperkuat dan meningkatkan

kompetensi dan kualitas kinerjanya. _ B .
ntaad kewajiban aan

peraturan  perundang-

menghindari larangan yang ditentukan dalam : ‘
bila tidak ditaati atau

undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apa

di]anggardijatuhihukumandisiplin. o -
Penilaian Prestasi kerja atau disebut juga dengan Penilaian Kinerja

adaiah suatu sistemn fornal dan lerstruktur yang miengukul dan
meniiai  kinerja berdasarkan peraturan, bukti dan hasil kerja pegawai di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong,
Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan

dengan hormat dari PNS.
BAB I

POLA KARIER PNS
Pasal 2

Pola karier PNS meliputi:

Alur Karier PNS;

Tahapan pengembangan karier PNS;
Pola pembinaan kaner PNS;

Penempatan PNS;

Kenaikan Pangkat PNS;

Penggngkatan dalam Jabatan Pimpinan  Tinggi, Jabatan
Administrasi dan Jabatan Fungsional;
Perpindahan PNS;

Pendidikan dan pelatihan PNS:

Studi Lanjut;

Disiplin PNS;

Penilaian Kinerja PNS; dan
Pemberhentian PNS,

mean o

@

el o



BAB 111
ALUR KARIER PNS
Pasal 3

Calon PNSD yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
prajabatan  dapat diangkat menjadi PNSD dengan JA atau JF.

Pasznl 4

(1) Jenis jabatan yang dapat dipangku seorang PNSD dalam meniti karier
Permerintah Dacrah Kabupaten yaitu:

a. JA terdin atas:

1. jabatan administrator atau setara jabatan esclon I11;

2. jabatan pengawas atau setara jabatan eselon [V; dan
3. jabatan pelaksana,
b. JF terdiri atas:
1. JF keahlian;
2. JF keterampilan.
c. JPT.

(2) Ketentuan mengenai pengangkatan PNSD dalam JA, JF, dan JPT
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB 1V

TAHAPAN PENGEMBANGAN KARIER PNS
Pasal 5

(1) Tahapan pengembangan Karier PNS
dalam Pasal (2) huruf b dibagi menjadi 2 (dua)
a. pengembangan Karer
atas atau diploma I1I; dan
b. pengembangan Karier PNS bagi lulusan sarjana,
(2) Tahapan Pengembangan Karier PNS ba
atau diploma [l sebagaimana dimaks
a. tahapan pengenalan tugas;
b. tahapan pPenguasaan tugas:
C. taha

(3) :Eall::p;n Pengr_:mbangafn Karier PNS bagi lulusan sarjana
a tfh mana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
: apan pengenalan tugas; "
b. tahapan PENgUasaan tugas;
C. tahapan Peéngembangan ke::n
d. tahapan Peémantapan,

sebagaimana dimaksud
2 bagian yaitu:
PNS bagi lulusan sekolah menengah

g lulusan sekolah menengah atas
ud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

ampuan; dan



(4) Ketentuan mengenai tahapan pengembangan Karier PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB V
POLA PEMBINAAN KARIER PNS

Pasal 6

(1) Pola pembinaan karier PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢
dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kompetensi FNS sehingga
memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas suatu
jabatan.

(2) Pembinaan karier PNS dapat dilaksanakan dalam bentuk:

pembekalan;

magang,

pendidikan dan Prajabatan;

pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;

pendidikan dan pelatihan teknis;

perdidikan dan pelatihan penjenjangan fungsional;

pendidikan formal,;

. mutasi jabatan,

. penugasan khusus; dan _

(3) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf a bertujuan untuk
memberikan pemahaman tentang visi, misi pemerintah Daerah Kabupaten
serta tugas vang akan dilaksanakan oleh calon PNS atau PNS.
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(4) Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk
memberikan pengetahuan dan keterampilan tugas yang akan diembannya
dengan cara mengerjakan pekerjaan vang ada di tempat magang,

(5) Pendidikan dan pelatthan prajabatan  sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ dilaksanakan untuk membenkan pemahaman
tentang kewajiban dan hak sebagai PNS, serta peran PNS sebapai abdi
negara dan abdi masyarakat,

(6) Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) hurul d dilaksanakan untuk memberikan pemahaman teoritis
maupun praktis dalam mengelola organisasi,

(7) Pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e ‘d:la.ksanakan untuk memberikan pengetahuan dan
keterampilan teknis yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan.

(8) Pendidikan  dan  pelatihan  penjenjangan  fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf { dilaksanakan untuk

" . memberikan
p-elg uan dan keterampilan teknis fungsional yang mendukung
relaksanaan tugas fungsional pada jenjang tertentu serta sebagai

salah satu  syarar  utuk diangkat dalam  jenjang JF.



(9) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g
dilaksanakan  untuk meningkatkan pengetahuan dan daya nalar,
analisis, dan konsepsi PNS sehingga PNS melaksanakan tugas
organisasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

[10)Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h
dilakukan untuk memberikan, menambah wawasan dan tugas-
tugas lain di luar bidang tugas sebelumnya sehingga PNS tersebut

terdorong untuk selalu meningkatan kinerja organisasi.

(11)Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf i
diberikan kepada PNS alas kompetensi yang dimilikinya untuk
menambah wawasan PNS yang bersangkutan serta meningkatkan

kinerja organisasi.

BAB VI
PENEMPATAN PNS

Pasal 7

(1) CPNS setelah lulus prajabatan dapat diangkat menjadi PNS dan
mengawali kariernya pada jabatan pelaksana.

(2) Penempatan PNS pada OPD disesuaikan dengan formas: PNS, latar
belakang pendidikan dan kompetensi vang bersangkutan sehingga
dapat memulai karier kepegawalannya pada bidang tugas yang

tepat.

(3) Penempatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayal (2) ailakukan
oleh Kepala OPD vang menyvelenggarakan penunjang uirusan di
bidang kepegawaian berdasarkan pada formasi dan/atau kebutuhan

Organisasi

(4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditempatkan pada
unit kerja yang berbeda karena  alasan  kebutuhan  organisasi
paling sedikit setelah 2 (dua) tahun melaksanakan tugas
pada Perangkat Daerah.

(S) FI‘!S dapat merl'sgajukan permohonan penempatan pada unit kerja
lain atas permintaan sendiri untuk menambah wawasan dengan
keaent#an %aklmgnsedlkit setelah 2 (dua) tahun melaksanakan tugas
pada Perangkat Daerah serta memperhatikan fo i ifikasi
sl say rmasi dan kualifikasi



BAB V1I

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI,
JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN FUNGSIONAL

Persvaratan dan Kualifikasi

Pasal B

Pengangkatan PNS dan dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JFT),
Jabatan Administrasi (JA) dan Jabatan Fungsiwonal [JF] harus memenuhi
persvaratan dan kualifikasi.

Pasal 9

Persvaratar. untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 sehagai berikut:

a.

b.

-

memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau
diploma IV .
memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi
sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang

ditetapkan, )

memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan
jabatan vang akan diduduki  secara kumulatif paling kurang
selama 5 (lima) tahun;

sedang atau permnah menduduki atau jabatan administrator atau JF
jenjang ahli madva paling singkat 2 (dua) tahun;

memiliki rekam jabatan. integritas, dan moralitas yang baik;

usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan

sehat jasmani dan rchani.

Pasal 10

(1) Persvaratan untuk dapat diangkat dalam JA sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 9 vaitu:

a. jabatan aéministrator sebagai berikut:

1. berstatus PN5;

2 memiliki kualiffikasi dan ungkat pendidikan paling rendah
sarjana atau diploma IV;

3. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

3. memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga)
tahun atau JF yang setingkat dengan jabatan pengawas sesuai

. ::::;n hxdang grsaﬁjﬁ:tnn 1.'5:5 akan diduduki;

. iap unsur Pznilaian stasi Kerj i iki ilai i

L L erja paling sedikit bernilai baik

6. mﬂjniliki kompetensi teknis, kompetensi manajenial, dan kompetensi
s;i:ja;ﬁ:ckt:;urat;! _:.;.esuail st.:andar qunpetensi yvang dibuktikan
oo da:m evaluasi nleh tim penilai kinega PNS di

7. sehat jasmani dan rohani.

jabatan pengawas sebagai berikut:
1. berstatus PNS:

2. memiliki  kualifikasi d -
r an un . g ,
diploma [l atau yang setara; gkat pendidikan paling rendah

3. memiliki integritas dan moralitas yang baik;



; 4. memiliki pengalaman dalam jabatan pelaksana paling singkat 4
; (empat) tahun atau JF yang sctingkat dengan jabatan pelaksana
/ sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduks;

5. seliap unsur Penilaian Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir; _

6. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajenial, dan kompetensi
sosial kultural sesuai standar kompetensi yang d-ﬁl:-ul-:t:knrll
berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di
instansinya;

7. sehat jasmani dan rohani.

c. jabatan pelaksana sebagai berikut:

|. berstatus PNS; , . lah
2 memiliki kunlifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekola

lanjutan tingkal atas alau vang sclara; ; B
3. telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas
dan/atau lulus pendidikan dan pelatthan terntegrast
4. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

5. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajenial, dan

Kompetensi Sosiz] Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang
ditetapkan; dan .
Gita 6 sehat jasmani dan rohani.

dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan

[2) Persyaratan schagaimana .
engan predikat

bagi PNS yang mengikuti dan lulus sekolah kader d
sangai memuaskan.

Pasal 11

(1) Kualifikasi pengangkatan PNS dan dan dalam JPT dan JA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
a. pangkat/gelongan/ruang,
b. hasil penilaian kinera;

tingkat pendidikan;

c.
d. diklat kepemimpinan;
e. pengalaman jabatan,
hais . pendidikan dan pelatihan tekms;
( ? g. hukuman;
h. kompetensi; dan
i. usia.

(2) Ketentuan mengenai kualifikasi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan
dan peraturan Bupati ini.

Mekanisme pengangkatan
Pasal 12

Pengangkatan jabatan dilakukan secara berenjang mulai dar eselon IV.b
ke c:sr!nn IV.a, dan eselon IV.a (jabatan pengawas)] ke eselon [ll.b (jabatan
administrator) dan seterusnya sampai dengan eselon Il.a [JPT pratama).

Pasal 13

(1) Mckanisme pengangkatan pejaba -
= [ ad. r
dilakukan dengan Lnghapan: ’ ministrator dan pengawas

seleksi calon pejabat administrator dan pengawas;
pengusulan calon pejabat administrator dan peng.awas'
pelaks_anaan seleksi; dan |
pengajuan rekomendasi hasil seleksi,

an oo



(2) Ketentuan mengenai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan Bupati ini,

Fasal 14

(1) Pengangkatan PNS dari dan dalam Jabalan Pimpinan Tinggi Pratama
atau setara dengan Eselon ILb dan ll.a dilakukan dengan tahapan:

i perencanaan

b. pengumuman lowongan

c. Pelamaran

d. seleksi

e. pengumuman hasil seleksi

f. penetapan dan pengangkatan

(2) Ketentuan mengenai tahapan sebagaimana l::limﬂl-._:Sud pada ayat (1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dan peraturan Bupati ini.

Pemindahan/Rotasi Dalam Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 15

(1] Pemindahan dalam JPT pratama dilakukan berdasarkan kebutuhan
sesuai hasil evaluasi kinena

{2) Pemindahan dalam JI'T pratama dilakukan melalui panitia seleksi
sebapaimana seleksi terbuka jabatan dalam pengisian JPT pratama.

(3) Peserta seleksi dalam rangka rotasi JFT pratama berasal dan Pejabat

Pimpinan Tinggi pratama yang akan dirotasi sesuai kewenangan Pejabat
Pembina Kepegawaian.

Pemindahan dalam Jabatan Administrasi
Pasal 16

(1) Pemindahan dalam dan dan JA dilakukan secara:
a. horizontal; dan
b. vertikal.
(2) Pemindahan dalam dan dari JA secara horizontal sebagai
: . gaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai hasil Penila; inerj
dan kebutuhan organisasi. e
(3) Pemindahan pejabat dari JA secara vertikal sebagai i
_ gaimana dimaksud
ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditcnlsida
dalam perundang- undangan. o

(4) i;?‘::'t:ﬂ;uﬂyanpgd rnengala{r;i pemindahan  secara  vertikal sebapaimana
imaks a ayat (3] paling lambat 1| (satu) tahy i lanti
diprioritaskan mengikuti pendidikan  dan peluti:lhan nkae_lak asiinea
SESUA jenjang jabatannya, cPemimpinan



Jabatan Fungsional
Pasal 17

(1) denjang  Pangkat JF  sesuai ketentuan peraturan perundang-
Andangan.,

(2) Pengangkatan pertama kali dalam JF berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan pada masing- masing JF, dengan
persyvaratan sebagai berikut:

a. telah diangkat menjadi PNS;

h. sehat jasmanmi dan rohani;
c. lidak pemah dijatuhi hukuman disiplin
berat dalam 2 (duas) tahun terakhir,
¢d. memiliki  angka  kredit sesuai dengan  Yang
dipersyaratkan dalam JF; dan
e. memiliki kompetensi jabatan yang dibuktikan ¢
vang dipersyvaratkan dalam JF.

(3) Mekanisme pengusulan dan pengangkatan
sebagai benkut: .
a. Kepala Perangkat Daerah mengusulkan PNS yangakan diangkat

dalam JF tertentu; . 3
b. usulan tersebut dilakukan seleksi administrasi sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o
c. hasil seleksi sebapaimana dimaksud pada huruf b dijadikan dasar

untuk penetapan keputusan pengangkatan oieh Bupati selaku Pejabat
Pembina Kepegawaian,

tingkat sedang atau

lengan sertifikat sesuai

Pejabat Fungsional

Pemberhentlan darli Jabatan Administrasi, Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama, dan Jabatan Fungsional

Fasal 18

(1) PNS diberhentikan dan JA, JPT pratama dan JF apabila:

mengundurkan dini dan jabatan;

mencapai batas usia pensiun;

diberhentikan sehagai PNS;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

diangkat dalam jabatan lain;,

culi di luar tanggungan negara;,

mendapat tugas belajar lebih dari 6 {enam) bulan;

ditugaskan secara penuh diluar jabatannya;

adanya perampingan organisasi Perangkat Daerah;

tidak memenuhi persyaratan jabatan; atau

. hal-hal lain  yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan.

TSmO o

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati selaku
Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberhentikan Pejabat
Administrasi dan Pejabat Pimpinan Tinggi pratama atau Pejabat
Fungsional dan jabatannva, karena:

a. melanggar peraturan  Disiplin PNS ,
pemndangﬁn-undangan:danp Sésual  dengan peraturan

b. t;:ﬂ;l:-:jl;tj mﬂhljl_kukﬂn penyalahgunaan Narkoba dan Psikotro ik
Leb{:-:a ' rda_sarkan rekomendasi Badan Narkotika Kaby i
& Yyangdiperkuat oleh Tim Penilaj Kinerja, peten



Pasal 19

Pemberhentian  sementarn  dalam jabatan administrator dan jabatan
pimpinan tinggi pratama atau fungsional bagi PNS yang dikenai tindakan
penahanan  karena  disangka melakukan tindak pidana kejahatan oleh
pihak berwajib dilakukan sesuai dengan kelentuan peraturan perundang:
undangan.

Pengiungkatan Kembali dalam Jabatan
Pasal 20

(1) Dalam hal pejabat administrasi dan pejabat pimpinan ting_gJ [,Jmlama
atau fungsional diberhentikan sementara Karena dikenai nndal-:fm
penahanan scbagaimana dimaksud  dalam Pasal 20 apabila
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang  tetap  fin  chracht) dinyatakan tidak hemallah. raka
PNS vang bersangkutan direhabilitasi dan diangkat kembali dalam
jabatan yang setingkat jika ada formasi jabatan yang lowong.

(2) PNS vang diberhentikan dari jabatan administrasi dan jabatan p:mpllnan
tingei pratama atau fungsional karena melanjutkan EFL‘IdI ke
jenjang yang lebih tinggi dapat diangkat kembali dalam jabatan
strukwural admimistrator dan jabatan pimpinan tinggi pratama atau
fungsional vang terakhir didudukinya atau jika ada formasi
jabatan lowong sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
Eselon dan Jenjang Pangkat

Pasal 21

Eselon dan jenjang pangkat jabatan struktural atau setara dengan
Jabatan Administrasi (JA) dan Jabatan Pimpinan Tinggzn (JPT) PNS
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan peraturan Bupati ini.

BAB IX
PERPINDAHAN PNS
Pasal 22

(1 Ferp_indahan PNS sebagaimana dirnaksud dalam Pasal

N 2 huruf g terdiri

a. Perpfndahan dalam Jabatan; dan
b. perpindahan PNS antar Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai  perpindahan

dimaksud pada ayat {1} tercantum dal
- - H
bagian tidak terpisahkan dari Peratura

: PNS sebagaimana
m Lampiran yang merupakan
n Bupati ini.



BAD X
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PNS

Pasal 23

(1) Pendidikan dan Pelatihan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf h terdin dan:
a. Pendicdikan dan pelatihan prajabatan;
b. Pendidikan dan pelatihan jabatan.
(2) Pendidikan dan pelatihan jabatan sebapaimana dimaksud pada ayat (1

huruf b terdin dan:
a. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
b. Pendidikan dan pelatihan fungsional; dan
c. Pendidikan dan pelatihan teknis.
{3) Retentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan dan pelatihan PNS )
m Lampiran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dala .
yang merupakan hagian tidak terpisahkan dar Peraturan Bupab

nt.

BAB XI
STUDI LANJUT
Pasal 24
(1) Srudi lanjut ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu melalui:

a. tugas belajar; dan

b. izin belajar. ; ) .
(2) Penempatan kembali PNS yang telah menyelesaikan studi lamjut
disesuaikan dengan formasi yang tersedia.

(3) ketentuan lebih lanjut mengenai studi
Bupati tersendin.

lanjut diatur dalam Peraturan

BAB XII

DISIPLIN PNS

Pasal 25

PNS wajib mentaati peraturan pcrundang-undangﬂn tentang disiplin PNS.

Pasal 26

Dalam hal penerapan disiplin, setiap PNS berhak mendapatkan perlakuan

yang sama tanpa adanya diskriminasi.
Pasal 27

(1) Dalam hal Pejabat yang Berwenang tidak segera mengambil
tindakan  atau membiarkan  pelanggaran PNS yang menjadi
tanggung jawabnya, maka selain pejabat tersebut dijatuhi hukuman
disiplin oleh atasannya, tim penilai kinerja mengevaluasi jabatan yang
bersangkutan untuk menjadi bahan pertimbangan “bagi
pengembangan karier selanjutnya. .

(2) Easildpcnrﬁmbgngan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
emisth leb Ianjur terhdap fopabenton bak JA. IO ot

L t : . p G
dan/atau JF. ; erhadap jabatannya baik JA, JPT pratama



Pasal! 28

Dalam rangka mengoptimalkan efek jera bagi PNS yang menjalani hukuman
disiplin  tingkat sedang dan berat, kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan  penunjang  urusan  di bidang kepepawaian dapat
menerapkan wajib lapor dalam kurun waktu tertentu kepada yang
bersanpkutan,

BAB XIII
PENILAIAN KINERJA
Pasal 29

(1) Setiap PNS baik Pejabat Pimpinan Tinggl pratama, Pejabat J\.dﬂl]ﬂlstrﬂst
maupun Pejabat Fungsional wajib menyusun sasaran kerja pegawai
sesuai pedoman dan mekanisme evaluasi yang telah ditetapkan,

(2) Pencapaian hasil kinea jabatan dapat dipertimbangkan guna
pemberian penghargaan dan  promosi  kepada yang bersangkutan.

BADB XIV
PEMBERHENTIAN PNS
Pasal 30

(1) PNS diberhentikan karena:

meningeal duma;

permuntaan sendin;

mencapai Batas Usia Pensiun,

aclanya perampingan organisasi  atau kebijakan pemeniatah;
tidak cakap jasmani dan/atau rohani;

meninggal dunia, tewas atau hilang;

melakukan tindak pidana/penyelewengan;

melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;

mencalonkan din atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil
Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyzt, Ketua, Waki_! Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil
 Bupati/Wakil Waliketa; dan

J. menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik.

2) Batas Usi : ; _
a un?fklzrma Pensiun PNS sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf c

EI: zq:abat Auf’lmir_lisuasi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- Pejabat Pimpinan Tinggi Pralama berusia 60 (enam puluh) tahun;

Em me AN op

dan
c. pejabat fungsi . .
5 s, gsional disesuaikan dengan peraturan perundang-
) Perhitungan Bata " i _
ditentukan msaEU:,:a Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2}

dasar .
pada pengangkat riina . langgal kelahiran yang tercantum
gangkatan pe sebagai Calon PNg menurut bukti yang sah.



HAB XV
PEMBINAAN DAN EVALUASI
Pasal 31

(1) Pembinaan pelaksanaan Pola Karier PNS dilakukan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian.

(2) Pembinaan scbagaimana ayat (1] secara teknis dilakukan oleh Perangkat

Daerah  vang menvelenggarakan penunjang urusan di  bidang
kepegawaian

Pasal 32

Evaluasi pelaksanaan Pola Karer PNS dilaksanakan paling sedikit 1
{satu] kali dalam 1 (satu) tahun oleh Pejabat vang Berwenang.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan  Bupati ini  mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setinp  orang  mengetahuinya, memenntahkan pengundangan

Agar :
= dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Peraturan Bupati ini
Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal1 Oktnber 2019
%’BU'F&TI LEBEEH}?r

(RS

?. ROSJONSYAH

Djundangkan di Tubei
al 1 Oktober 2019
DAERAH KABUPATEN LEEONG,

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 219 NOMOR44

PENZRINTAH KASUPATEN LEBONG
BAGIAN HUKUM

r:.-.:l._‘-.r:b:-::L"-"r"."':'."fr'| L1
KasuPaTeN LE’:@.’!G '




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 44 TAHUN 2019
TANGGAL 1 OKTOBER 2019

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

l. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Aparatur  Negara  merupakan  salah satu  pilar dall:sm
mewujudkan Good  Governance  bersama dengan dua  pilar
lainnya, vaitu dunia usaha fcorporate governance) dan mas_vm:akal
madani (civil society). Ketiga unsur tersebut harus bfll]ﬂlﬂn
selaras dan serasi sesuai dengan peran dan 1anggung jawab
masing-masing. Untuk mencapai good governance dibutuhkan _SDM
aparatur vang profesional, yang mempunyai  sikap dan  prilaku
vang penuh kesetiaan, ketaatan, disiplin, bermoral, bermental
baik, akuntabel dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap
tanggung jawab schagai pelayan publik yang baik, Untuk mendukung
tujuan ini diperlukan suatu sistem pendayagunaan SDM aparatur
yvang baik dan tepat sebagai suatu proses berkelanjutan dan
manajemen sumber daya aparatur. Manajemen SDM aparatur dapat
diwujudkan melalui  pembinaan dan pengembangan karer yang
dilaksanakan dan dititikberatkan  pada  sistem prestasi  kena.
Pembinaan dan pengembangan karier SDM aparatur dapat tercapai
dengan adanya pola karier yang adil dan transparan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusun pola karer ini adalah sebagai pedoman arah

pengembangan pola karier Pegawai Negen  Sipil (PNS) di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, mulai dari karer

terendah sampai karier tertinggi sesual dengan kompetensi dan

prestasi yang dimiliki. Pedoman pola kaner disusun dengan tujuan
sebagai benkut:

1. mendayagunakan PNS di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten untuk melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya sesuai jenjang dan kompetensinya;

2. membina kemampuan, kecakapan dan keterampilan secara
efisien, efektif dan rasional sehingga bakat, minat dan motivasi
pegawai dapat tersalurkan secara obyektif;

3. E‘ueegr;:.j;?s:;al?ngl'llj::;manmpgia.mnkcgakegmn dan kctcra.mpilaq
dengan jenjang riianga ta aerah Kal_:tupaten sesuai

r penugasan dalam jabatan yang
Lenwc%m untuk menghasilkan prestasi kerja yang optimal; dan

4. menciptakan  iklim kerja yang kondusil d I

sehingga mampu memberi . ] .51 an transparan
ZA M . n molivasi kerja dan pengembangan

EOI]:IISI dii bagi PNS  di lingkungan Pemerintah Daerah

abupaten sebagai sumber daya manusia yvang berkualitas.
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Prinsip Penyusunan Pola Karier

Pola  karer i lingkungan  Pemerintah  Daerah Kabupaten

disusun berdasathan prinsip-prinsip:

|. profesionalisme,  yaitu  penyusunan pola  karier  harus
dapat mendorong PNS dalam  meningkatkan kompetensi dan
prestasi kern.

2. transparan, pola  karier harus
dan memberiknn Kesempatan yang sama
telah memenuhi  syarat-syarit yang,
peraturan |'.i['r‘llm|ﬂl‘|.!.1—l.lm|unp,llll.

diketahui oleh setiap PNS
kepada PNS yang
ditentukan  dalam

D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang akan dintur dalam Pernturan Bupati ini meliputi

1. Alur Kaner PNS

2. Tahapan P'enpembangan karier PNS

3. Pola Pembinaan Karier PNS

4. Penempatan NS

5. Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Dalam Jabatan

Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi dan Jubatan Fungsional

6. Perpindahan I'NS

7. pPendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS

8. Studi Lanjut
9. Disiplin Kerja P'NS
10. Penilaian Kinera PNS

1. Pemberhentian PNS.

POLA KARIER PNS
A. Alur Karier PNS

Pengangkatan JF diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan,

Pejabat Fungsional terampil penyelia apabila memenulhii
syarat kompetensi yang dipersyaratkun, paling sedikit 5 (lima) tahun
dalam JF, golongan  ruang paling rendah  1ll/b 2 (dua) tahun
dirll"t memenuhi  persyaratan  lainnya  dapat berpindah |

dipromosikan untuk menduduki jabatan pengawas. l o

Fu;ahult Fungsional ahli pertama apabila memenuhi syarat kompetensi
:.n;agdzpers;mmlkan, paling sedikit 5 (lima) tahun dalam Ji“
golengan ruang paling rendah  IlI/b 2 (dua) tahun dan j1,llg+

a

memenuht persyaratan lainny .
- ya dapat berpind : .
untuk menduduki jabatan pengawas. rpindah dan dipromosikan



r"-\]::_bl"la mFmE““hi persyaratan yang telah ditetapkan dan paling
sedikit 3_['—'[&“1' tahun dalam jabatan pengawas, PNS tersebut dapat
dipromosikan untuk menduduki jabatan administrator.

Apabila  memenuhi  persvaratan vang telah ditetapkan, paling
sedikit 2 (dua) tahun dalam jabatan administrator, PNS tersebut dapat
dipromosikan untuk menduduki atau diikutkan dalam seleksi terbuka

JPT.

Fungsional dikarenakan adanya

PNS  vang menduduki  Jabatan
diangkat dalam Jabatan

perampingan Organisasi dapat
Administrasi vang  pemah dipangkunya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan apabila masih ada formasi jabatan lowong.

PNS vang telah  selesai  menjalani  hukuman disiplin  dapat

dipertimbangkan  menduduki Jabatan Fungsional atau Jabalan
Administrasi yang sstingkat  dengan  jabatan  yang terakhir
dipangkunya, apabila masih ada formasi jabatan lowong dan sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan.

kenai sanksi dan terbuku udak bersalah vang dinyatakan
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, dapat dipertimbangkan
menduduki Jabatan Administrasi  yang sctara dengan Jabatan
Administras yang permnah dipangkunya, apabila masih ada formasi
jabatan lowong dan sesuai kelentuan peraturan perundang-undangan.

PNS vang di

Apabila terdapat  pejabat struktural yang jabatannya diturunkan
karena formasi terbatas sebagai akibat dan pemberlakuan peraturan
daerah tentang organisasi perangkat daerah, maka yang bersangkutan

diprioritaskan untuk dikembal:tkan ke eselon sebelumnya ketika terdapat

kekosongan jabatan pada esclon yang bersangkutan dan sesuai

ketentuan peraturan perundang- undangan.

B. Tahapan Pengembangan Karer PNS

1. Pengembangan Karier Pegawai Negen Sipil Lulusan SMA atau D3.

a. Tahap Pengenalan Tugas.
1) Masa kerja pengenalan tugas dimulai dari 0 (nol) sampai 3

ftigajtahun.

a. Set.iap PNS mulai mengenal tugas pokok dan [fungsi
unit kerjanya, pengintegrasian diri, serta mempraktekkan
kemampuan telnis sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

b. Setiap PNS masih dalam masa percobaan antara 0

(nol) sampai dengan 1 (satu) dengan status CPNS.

c. Setiap PNS setara 2 (dua) sampai dengan 3 (uga) tahun
dapat memahami tugas pokok dan fungsi unit herjanya,
diharapkan pada tahap ini PNS sudah dapat melaksanakan
tugas dengan penuh tanggung jawab,

:i;: b.fsisla pada tahap ini berkisar antara 22 - 26 tahun.
enjang kepangkatan Ini
{l/c) sampa]? deig&n penl:lgﬂadtzr :311;1131-]‘ [I;];:]}.adalﬂh PRSI



4) Pendidikan dan Pelatihan

a. Lulus diklat prajabatan _
b. Menmkuti  diklat  yvang bersifat  teknis/teknis fungsional

tertentu sesum bidang lugas pokok dan fungs unit kerja dapm
mengikuti pendidikan formal 1 (satu) tingkat lebih tingg dan
pendidikan aemula,

5) Jabatan
Untuk jabatan yang dapat diemban acd

fungsional pemula

alah pelaksana atau

L. Tahapan Penguasaan Tupas
1) Masa Kkerja  penguasaan tUgas dimulai
dengan 12 (dua belas) tahun . ‘
al grtiar.l PNS menguasal tugas-tugasnyn dan mampu h{‘l-?ﬂ]ﬂ_"—'ﬂ'?f
secart mandin madpun seciari L P - ST f!ﬂ]nm ﬂrp,amﬁalsl. o
b) Setiap PNS  dapat dibenkan  (ANEEUDNE jawab }'mfg .:c.l:m
manajenial  atau dipersiapkan untuk  mendudukiJa atan

dari 4 (empat] sampal

administrasi; . .
21 Usia pada tahap ini berkisar antari <7 - 34 tahun. _
§: .l:-n}n‘::g. kr[r.'lnjlgl-.'nmn pada tahap ini adalah Pengatur (ll/c) sampal
dengan Fenata Muca Tingkat i (1i1/b).
4} Pendidikan dan Peliatihian .
a) Mengikuti diklat yang bersifat teknis/ _
sesuai bidang tugas pokok dan fungsi unit kerjanya
b) Dapat diikutsertakan dalam Diklatpim Tingkat IV s . |
c) Dapat mergikuti pendidikan formal |1 (satu) ungkat lebih tinggi dan
pendidikan semula
5) Jabatan

teknis fungsional tertentu

a) Dapat dipromosikan pada Jabatan pen gawas setara eselon
I"-r.
b) JF terampil.
c. Tahapan Pengembangan dan Pemantapan Kemampuan
II Masa kET:Ea pengemhangnn dan pfmﬂl]tar}ﬂn kl‘mampuan
dimulai dari 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 24 (dua puluh
empat) tahun.
a) Setiap PNS dapat mendavagunakan potensi vang dimiliki untuk
mewujudkan tujuan organisasi.
biSetiap PN3S dapat diberikan tanggung jawab yang bersifat
manajerial.
¢)Bagi PNS yang sudah menduduki jabatan karier dapat
mempertahankan atau meningkatkan kemampuannya.
2) Usia pada tahap ini berkisar antara 35 - 46 tahun,
3) Jenjang kepangkatan pada tahap ini adalah Penata Muda (1li/a)
sampai denpgan Penata Tingkat | (111/d)
4) Pendidikan dan Pelatihan
a) Mengikuti Diklatpam Tingkat IV
b) Dapat diikutsertalan Diklatpim Tingkat 111;
¢) Mengikuti diklat teknis/ diklat fungsion. ‘
al i gsional tertentu ses
pokok dan fungsi unit kerjanya. csual tugas

d)Dapat mengikuti pendidikan formal : o
dan pendidikan semula. rmal 1 (satu) tingkat lebik tinggi
5) Jabatan

a) Dapat diangkat pada
b) Dapat dipromosikan
¢ JF mabhir

jabat_an pengawas (eselon V).
pada jabatan administrator (eselon I,



d.Tahapan Pengembangan dan Pemantapan Kemampuan
1) Tahapan Puncak Karier Masa kerja puncak karier dimulai dari 25
(dua puluh lima) sampai dengan 34 tiga puluh empat) tahun
a)Setiap PNS dapat mendayagunakan potensi yang dimiliki untuk
mewujudkan tujuan organisasi.
L) Bagi PNS vang sudah mendud
tingg pratama, administrasi
mempertahanhan /meninpgkatkan kemampuannya
2} Usia Pada tahapan im berkisar antara 47 = 50 tahun
3)Jenjang kepangkatan pada tahapan im adalah
(IN/d) sampai dengan Pembina Tk.1 (VD).
4) Pendidikan dan Pelatihan
a) Mengikuts Diklatpim Tingkat .
bl Mengkuti  dikia teknis/  diklat fungsianal
dengan dang tugas pokok dan fungsi unit kerjanva.
¢) Dapat  menmkuti  pendidikan forma!l 1 (satu)
ungei dan pendidikan semula.

uki jabatan karier (jabatan pimpinan
atau fungsional) dapat

Penata Tingkat |

tertentu sesunl

tingkat Iebih

5] Jabatan o
alJabatan Dapat diangkat dalam jabatan administrator
setara eselon Il
miliki yjazah S1.

b) Dapat diangkat pada JF Ahh Madya apabila me

2. Fenpembangan Kaner Pegawal Negeri sipil Lulusan St rata-1 (5-1)

a. Tahap Pengenalan Tugas. .
1. Tahapan Pengenalan Tugas Masa kerjn pengenzlan tugas dimulai

Dari O (nol) sampai dengan 3 {tigaj tahun. _

a. Setiap PNS mula mengenal  tugas pokok dan fungsi umt
kerjanya, pengintegrasian din, melatih kepemimpinan serta
mempraktekan kemampuan teknis sesupi dengan kompetensi
vang dimuliki

b. Setiap PNS masih dalam masa

dengan 1 (satu] dengan status CPNS,
¢, Setiap PNS serara 3 (uga) sam mi dengan 4 (empat) tahun dapat

memahami  tupas  pokok  dan fungsi unit  kenanya,
diharapkan pada tahap i PNS si.dah dapat melaksanakan

tugas dengan penuh tanggung jawab.
Usia pada tzhap im berkisar antara 24 - 28 tahun.
Jenjang kepangkatan pada tahapan ini adalah penata
muda(lll/a) sampai dengan penata muda tingkat | {111/b).
Pendidikan dan
Pelatihan
a. Lulus diklat

prajabatan
b. Mengikuti  dikiat yang bersifat teknis/teknis  fungsional

tertentu sesuai bidang tugas pokok dan fungsi unit kerja Dapat
mengikuti pendidikan  formal 1 (satu) tingkat lebih tinggi
darn pendidikan semula.

c. Dapat diikutsertakan dalam diklatpim tingkat V.

d. Dapat mengikuti pendidikan formal 1 (satu) tingkat lebih
tinggi dari pendidikan semula.

5. Jabata Dapat diangkat dalam jabatan pelaksana atau
fungsional ahli pertama.

percobaan antara O (nol] sampai

W

:‘J.

b. Tahapan Penguasaan Tugas
1) Masa kerja penguasaan tugas dimulai dari i
ari 5 (I £ ]
dfngan 12 (dua belas] tahun ima]  smpa
a) Setiap PNS menguasai tugas-t ' i ‘
balﬁat dan e gas-tugasnya sesuai dengan minat,
b) ii:a?._-nz?s aii:patdflilzer‘ﬂ:an tanggung jawab yang bersifat
u diper < i i
iy persiapkan  untuk menduduki jabatan



2) Llsii} pada tahap ini berkisar antara 29 - 36 tahun.
3) Jenjang kepungkatan pada tahap ini adalah Penata Muda Tingkat |
(11l/b) sampai dengan Penata Tingkat | {lll/d).
4) Pendidikan dan Pelatihan
a) Mengikuti Ciklatpim Tingkat [V
b} Dapat diikutsertakan dalam Diklatpim Tingkat 1L
c) Mengikuti diklat yang bersifat teknis/fungsional sesuai dengan
tugns pokok dan fungsi unit kenanya.
d) Dapat mengikuti pendidikan formal 1 (satul tingkat lebih
pendidikan semula.

5)Jabatan
a) Dapat diangkat dalam jabatan pengawas [?se!on V).
b) Dapat dipromosikan dalam jabatan administrator (eselon 111)

¢) Dapat diangkat dalam JF ahli muda.

tinggi dari

c. Tahapan Penpembangan kemampuan
1) Masa kerja  pengembangan

belas) tahun sampai dengan 20 (dua pul

nj Setiap PNS dapat mengembangkan kemam
yang bersifat anabsis dan manajerial. .

bl Pade tahap iri dapat dilihat PNS yang memiliki kemampuan
analisis untuk mengembangkan dan menyempumakan organisasi

serta dapat menjadi kader pemimpin menengah dan pemimpin

puncak.
2] Usia pada tahap ini berkisar antara 37 - 44 tahun. .
3) Jenjang kepangkatan pada tahap ini adalah Fenata Tingkat 1 {l11/d)
sampai denpan Pembina Tingkat | (IV/b)
4) Pendidikan dan Pelatihan
a] Mengikuti Diklatpim Tingkat lII;
b} Dapat ditkutsertakan Diklatpim Tingkat 11} .
c¢) Mengikuti diklat teknis/ diklat fungsional tertentu sesual tUEas
pokok dan fungsi unit kerjanya. |
d) Dapat mengikuti pendidikan formal 1 (satu) tingkat lebih tinggi
dari pendidikan semula.
5) Jabatan
a) Dapat diangkat pada jabatan administrator (eselon lll).
b) Dapat dipromosikan atau diikutsertaknn dalam seleksi terbuka pada

jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon ].
c) Dapat diangkat dalam JF Ahii Madya.

kemampuan dimulai dari 13 (riga

uh]) tahumn.
puannya, terutama

d.Tahapan Pemantapan
1) Masa kerja pemantapan dimulai dari 21 (dua puluh satu) sampai

dengan 28 (dua puluh delapan) tahun

a) Setiap PNS dikembangkan potensinya secara maksimal untuk
mewujudkan tujuan organisasi.

b) Pada tahapan ini PNS yang tidak dapat berkembang
lagi, mempertahankan kemampuan yang dimiliki agar tidak
mengalami penurunan kemampuar:.

2) Usia Pada tahapan ini berkisar antara 45 — 52 tahun.
3) Jenjang kepangkatan pada tahapan ini adalah Pembina Tingkat |
(IV/b) sampai dengan Pembina Utama Madya (IV/d).
4) Pendidikan dan Pelatihan
b) Mengikuti Diklatpim Tingkat 11.
E}I gik]ar_ fungsional tingkat keahlian tertentu.
apat mengikuti ndidikan : :
tinggi dari pcﬁldidikanpcsemula. formal 1 (satu) tingkat lebih



5) Jabatan
a)Jabatan dapat diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama

{eselon 11).
bj Dapat diangkat pada JF Ahli Utama.

C. Pola Pembinaan

Karier PNS
1)Pembinaan ~ karier ~ PNS  dilaksanakan dalam  rangka
mengembangkan kompetensi PNS sehingga memenuhi persyaratan
vang ditetapkan untuk melaksanakan tugas suatu jabatan;
2] Pembinaan karier PNS dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk
Sebagai berikut :
Bentuk
Pengembangan Penjelasan
Rarier |
Pembekalan Pembekalan bertujuan untuk mn::mhhcnl-i.::
pemahaman feniang visi, misl pemcnnr:ah Kabupa
Lebong sertd tugas-tugas yang akan dilaksanakan
oleh CPNS/PNS. I
Magan Magang merupakan <alah satu program pelating
o pr:nggershangan pegawai. Magang I:!ertUJuan untuk
memberikan pengetahuan dan keterampilan tugas- _T.ugas
vang akan diembannya dengan cara mengerjakan
i}cke:jann-pekcrjaan yang ada di tempat magang.
pemahaman

untuk mombr:rii.::m
hak sebagai PNS, seria peran

PNS sebagai abdi Negarm dan abdi masyarakat. Diklat im
diperuntukkan bag CPNS sebagai svaral untuk diangkat
sebagai PNS Golongan 1, Golongan 1l atau Golongan Il
Diklat Diklat ini dilaEanak;n untuk memberikan
o pemahaman teoritis maupun praktis dalam mengelola
Kepemimpinan | groanisasi. Diklat ini terdiri dari Diklatpim |V, Diklatpim
(I ¢an Diklatpim I, yamng diperuntukkan bagi PNS
yang sedang atau akan menduduki jabatan administrasi

atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Diklat im
wajib diikuti  oleh PNS vang telah diangkat dalam
jabatan eselon IV {jabatan pengawas), eselon 1 (jabatan
Administrator] dan eselon Il (jabatan pimpinan tinggy

iklat Prajabatan| Di laksanakan
tentang kewajiban dan

pratama.

Diklat Teknis Diklat  Teknis  dilaksanakan  untuk memberikan
pengetahuan dan keterampilan teknis
yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan.

Diklat Diklat penjenjangan fungsional dilaksanakan untuk
Penjenjangan memberikan pengetahuan dan keterampilan  teknis
Fungsional fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas

fungsional pada jenjang tertentu. Diklat ini sebagai

salah satu syarat untuk diangk jenj
gkat dalam jen
JF tertentu. S




-

rﬁﬁﬁ?&ikan Dilaksanakan  untuk meningkatkan pengetahuan dan
dava nalar, analisis, dan konsepsi PNS schingga PNS

F.g.r:l'nﬂl \ -
melaksanakan tugas organisasi sesuai perkembangan

IPTEK.

Mutasi Jabatan | Mutasi _dilakukan untuk memberikan, menambah

wawasan dan tugas-tugas lain di luar bidang tgas

sebelumnya schingga PNS tersebut terdorong untuk

selalu meningkatan kinerja organisasi. s

khusus diberikan  kepada PNS atas

Penugasan Penngasan
. kompetensi yang dimilikinya untuk menambah wawasan
e PNS yang bersangkulan serta meningkatkan kinera
Terminas: Dilakukan untuk mengatasi ‘post power syndrome
ketika mendapati  pensiun, maka sebelum seseorang

akan dibekali dengan

memasuki masa pensiun
pendidikan dan pelatihan keteram

bekal masa pensiun.

pilan prakt is scbagal

D. Penempatan PNS
PNS

setelah lulus prajabatan dapat diangkat menjadi
va pada jabatan Pelaksana.
p OPD disesuaikan dengan formasi
kompetensi yang hcrsamgl-_:utnn
kepepgawalannya pada bidang

(1) CPNS
dan mengawali kanerm

(2) Penempatan PNS di dalam I_ingl-:u
PNS3, latar belakang pendidikan dan
sehingga dapat memulai  kaner
tugas vang tepat.

(3) Penempatan PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dﬂaku_kan
oleh Kepala Perangkat Dacrah yang menyelenggarakan penunjang
urusan di bidang kepegawaian berdasarkan pada formasi dan/atau
kebutuhan organisasi.

(4) PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat ditempatkan pada
unit kerja yang berbeda karena alasan kebuluhan organisasi
sekurang- kurangnya telah 2 (dua) tahun melaksanakan tugas

pada Perangkat Dacrah.

(5] PNS dapat mengajukan permohonan penempatan pada unit kerja
lain atas permintaan sendiri untuk menambah wawasan dengan
ketentuan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun melaksanakan
tugas pada Peran gkat Daerah serta memperhatikan formasi dan

kualifikasi vang dibutuhkan.

E. Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan JF

1) Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan

Administrasi.
a.Eselon dan Jenjang Pangkat Jabatan Struktural atau
setara dengan Jabatan Administrator dan Jabatan

Pimpinan Tinggi PNS di Lingkungan Pemeri .
Lebong adalah sebagai berikut : ga erintah  Kabupaten




ESELON DAN JENJANG PANGKAT JABATAN STRUKTURAL ATAU
SETARA DENGAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN

PIMPINAN TINGGI
JENJANG PANGKAT, GOL/ RUANG
Terendah Tertinggi
- JABATAN
No.| Eselon Gol/ Gol/
Ve Ruang i Ruang _ —
! lla | Pembina | IV/c | Pembina | 1V/d [.Jabatan Pimpinan T't’;‘f_ﬁl
U Ut Pratama Sekretaris
tama ama Daerah
Muda Madya _
o i an
2 | b | Pembina| 1V/b |[Pembina | IV/c #Hmfmpma :amp::a :
] iNgE i _
Tingkat | rlf*tt:jr;::la e dengn Kepala
Dinas, Kepala Badan,
Inspektur, Direktur
l RSUD, Sekretans
] DPRD =
- IvV/ibh Jabatan Administrator
3| & | Pembina | TV/a | Pembina / ;ﬂu i g
Tingkat | Sekretaris Dinas, _
Sekretaris Badan, Wakil
Direcktur RSUD, Kepala
Bagian, Kepala Kantor,
Camat, kepala
Pelakasana BPBD
[ 1I/7d | Pembina [V7/a | Jabatan Adminstrator
| 0] | emaia i atau setara  dengan
Tingkat I| Kepala Bidang,
Sekretans Camat
5 [Va | Fenata [Mi/c | Penata Il/d Jabatan Pengawas
o okat | atau setara dengan
Tingkat Kepala Seksi, Kepala
Subbag, Kepala
Subbid, Kepala UPT,
Lurah
6 IVb | Penata /b | Penata /e |Jabatan Pengawas
atau setara dengan
Muda Sekretaris Lurah,
Tingkat ] Kasubbag di
I Kecamatan

b. Pengangkatan PNS dari dan dalam jabatan administrator harus
memenuhi ketentuan tentang persyaratan jabatan Administrator,
sebagai berikut :

1)

2)
3)

4)

memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana
atau diploma 1V,
memiliki integritas dan moralitas yang baik;
memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga)
tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai
dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki:

setiap unsur penilaian
dalam 2(dua) tahun

prestasi kerja paling sedikit bernilai baik
terakhir;




5 Semua unsur penilaian prestasi ke
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir,

6) n:mm-'.liki _Knmpetcnai Teknis,  Kompetensi Manajerial, dan
Kompetensi  Sosial  Kultural scsuai  slandar kompetensi  yang

dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di
instansinya;
7} sehat jasmani dan rohani,

3] Persyaratan schagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan
angka 6) dikecualikan bagi PNS yang mengikuti dan lulus sckolah
kader dengan predikat sangat memuaskan.

. Pengangkatan PNS dari dan dalam jabatan pengawas harus

memenuhi ketentuan tentang persyaratan jabatan pengawas, scbagai
benkut ;

na sekurang-kurangnya

1) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma 11l
atau yang setara;

2) memiliki integritas dan moralitas yang baik;

3) memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singka:u;
(rmpat) tahun atau JF yang setingkat -:Ir:ngan Jat?atan pelaksana ses
dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;

4) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir;
5) memiliki Kompetensi Teknis. Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi

Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Yang dibu_ktikan berdasarkan
hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;

6] sehat jasmani dan rohani.

d. Kualifikasi jabatan untuk masing-masing jabatan meliputi jabatan

pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas,
sebagai berikut:

KUALIFIKASI
JABATAN
Nama Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Eselan A | -
KUALIFIKASI JABATAN |: | URAIAN
Pangkat/Gol/Ruang *| Paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah |

jenjang pangkat vyang ditentukan,
Pembina Tingkat | {IV/b)

setiap unsur penilaian prestasi kerja pa]in—g—

sedikit bemilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir

vaitu

Hasil Penilaian Kinerja

Tingkat Pendidikan

Paling rendah Sarjana (S1} atau Diploma 1V
telah mengikuti dan telah lulus Diklatpim |1

Ciklat Kepemimpinar,




(pengalaman jabatan

1) Tl":EMiliH pengalaman Jabatan dalam |
bidang tugas yang terkait dengan Jabatan
yang akan diduduki secara kumulatif
paling kurang selama 5 (limal tahun;

2) sedang atau pemah menduduki Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama Eselon ILb paling
singkat 2 {dua) tahun atau JF jenjang ahli
madya paling singkat 5 (lima) tahun.

Diklat Teknis

Diutamakan telah lulus diklat teknis sesuai
bidang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
atau setara dengan jabatan eselon Il yang

dibutuhkan

1) Tidak pernah dikenakan dijatuhi

| Hukuman |
hukuman disiplin berat dalam 2 jdua)
tahun terakhir.
2) memiliki rekam jejak Jabatan,
integritas, dan moralitas yang baik
Kompetensi ik Kompetensi _Teknis, Kompetensi

Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural

sesuai standar kompetensi Jabatan Yyang

ditetapkan

Usia

usia paiing tinggl 90 (lima puluh enam) tahun




KUALIFIKASI
JABATAN

Nama Jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Eselon [Lb

| KUALIFIKASI JABATAN [: | URAIAN : i
Pangkat/Gol/Ruang . | Paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah

jenjang panpgkat yang ditentukan, yaitu

Pembina (IV/a)

Hasil Penilaian Kinerja

setiap unsur penilaian prestasi kerja paling
sedikit bemilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir

Tingkat Pendidikan

Paling rendah Sarjana (S1) atau Diplomna IV

Diklat Kepemimpinan

m—

a. sudah mengikuti Diklatpim III;

b.diviamakan telah mengikuti dan telah
lulus Diklatpim II.

Pengalaman jabatan

1) memiliki pengalaman Jabatan dalam
bidang tugas yang terkait dengan Jabatan
yang akan diduduki secara kumulatif
paling kurang selama 5 (lima) tahun;

2) sedang atau permah menduduki Jabatan
administrator atau JF jenjang ahli madva
paling singkat 2 (dua) tahun.

Diklat Teknis Diutamakan telah lulus diklat teknis sesuai
bidang jabatan eselon Il yang dibutuhkan
Hukuman 1) Tidak pernah dikenakan dijatuhi hukuman
disiplin berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2) memiliki rekam jejak Jabatan, integritas,
dan moralitas yang baik
Kompetensi memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural
sesual standar kompetensi Jabatan yang
ditetapkan
Usia

usia paling tinggi 56 {lima puluh enam)| tahun

L
-z = =SS




KUALIFIKASI
JABATAN

Nama Jabatan Jabatan Administrator

Eselon . llla
[ KUALIFIKASI JABATAN |: URAIAN R
Pangkat/Gol/Ruang .| Paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah

jenjang pangkat yang ditentukan, yaitu
Penata Tingkat | (111/d) sekurang-kurangnya 2

(dua) tahun. _ R
Hasil Penilaian Kinerja | : | setiap unsur penilaian prestasi kerja paling
sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhii .
Tingkat Pendidikan - | Paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IE"
Diklat Kepemimpinan : | a, sudah me?gi:uli Diklatpim 1V,

b. diutamakan telah mengikuti dan telah
lulus Diklatpim Til.

Pengalaman jabatan - | a. sedang atau pemah menduduki dﬂhal_an
administrator setara eselon /b paling
singkat 2 (dua) tahun;

b. bagi Pejabat Funsional dengan kritena :
1) Masa jabatan paling singkat 2 (dua)
tahun sesuai bidang jabatan;
2) Paling sedikit telah 1 (satu) kali naik
l pangkat/jabatan dengan angka kredit;
Diklat Teknis - | Diutamakan telah lulus diklat teknis sesuai
bidang jabatan eselon Il vang dibutuhkan

Hukliman - | 1) Tidak pernah dikenakan dijatuhi hukuman
disiplin berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2) memiliki rekam jejak Jabatan, integritas,
dan moralitas yang baik

Kompetensi : | memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi

Manajenal, dan Kompetensi Sosial Kultural

sesual standar kompetensi yang dibuktikan




Nama Jabatan

Eseclon

KUALIFIXASI
JABATAN

Jabatan Administrator

1l.b

| KUALIFIKASI JABATAN | :

URAIAN

Pangkat/Gol/Ruang

Paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah
jenjang pangkat yang ditentukan, yaitu
Penata (I!1/c) sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun.

Hasil Penilaian Kinerja

setiap unsur penilaian prestasi kerja paling
sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir

'ﬁnpi:m Pendidikan

Paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV

Diklat Kepemimpinan

a. sudah metﬁikuﬂ Diklatpim IV;

b. diutamakan telah mengikuti dan telah
lulus Diklatpim [11.

Pengalaman jabatan

memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas
paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang
setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai
dengan bidang tugas Jabatan yang akan
diduduki.

Diklat Teknis

Diutamakan telah lulus diklat teknis sesuai
bidang jabatan eselon [l yang dibutuhkan

Hukuman I) Tidak pernah dikenakan dijatuhi hukuman
disiplir. berat dalam 2 {dua) tahun terakhir.
2) memiliki rekam jejak Jabatan, integritas,
dan moralitas yang baik
Kompetensi memiliki  Kompetensi Teknis, Kompetensi

Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural

sesuai standar kompetensi yang dibuktikan




KUALIFIKAS])
JABATAN

Nama Jabatan Jabatan Pengawas

Eselon - V.a
= | KUALIFIKASI JABATAN | URAIAN
) Pangkat/Gol/Ruang . | Paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah
! jenjang pangkat vyang ditentukan, yaitu
Penata Mu-a Tingkat [ (IlI/b) sekurang-
kurangnyva 2 (dua) tahun, :
Hasil Penilaian Kinerja |: | setiap unsur penilaian prestasi kepa paling
sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
| terakhir
"‘ \Tingkm Pendidikan : | Paling rendah Diploma |l atau yang setara.
Diklat Kepemimpinan - | diutamakan telah mengkuti dan lulus
Diklatpim IV.
Pengalaman jabatan ¢ | memiliki pengalaman dalam Jabatan
pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun
\ atau JF yang setingkat dengan Jabatan

pelaksana sesuai dengan bidang tugas
‘ Jabatan yang akan diduduki.

Diklat Teknis . Diutamakan telah lulus diklat teknis sesuai
bidang jabatan eselon IV yang dibutuhkan

Hukuman . | 1) Tidak pernah dikenakan dijatuhi hukuman
disiplin berat dalam 2 (dua) tahun terakhir. ~

~ 2) memiliki rekam jejak Jabatan, integritas,
Tes Kompetensi . | memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi!

Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural
sesual standar kompetensi vang dibuktikan

berdasarkan hasil evaluasi oleh u nilai
kinerja PNS et ESEEE




KUALIFIKAS]
JABATAN

Nama Jabatan Jabatan Penpawas

Eselon : IV.b

KUALIFIKAST JABATAN T~ |
Pangkat/Gol/Ruang

URAIAN

Paling rendah 1 (satu] tingkat cdibawah
lenjang  pangkat vang ditentukan. vaitu
Penata Muda (lll/a] sekurang-kurangnyae 2
(dua] tahun, - _
scltiap unsur penilaian prestasi kena paling
sedhkit bemnilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir

Tingkat Pendidikan . | Paling rendah Diploma [Il atau vang sctara,

Diklat Kepemimpinan | : | ditamakan telah mengikuti dan  lulus

Hasil Penilaian Kinerja

Pengaiaman jabatan : | memiliki  pengalaman  dalam  Jabatan
pelaksana paling singkat 4 (empat] tahun
atau JF yang setingkat dengan .Jabatan
pelaksana sesuai  dengan bidang tugas
| Jabatan yang akan diduduki.

Diklat Teknis : | Diutamakan telah lulus diklat teknis sesuai
| bidang jabatan eselon IV yang dibutuhkan
Hukuman - T 1) Tidak pernah dikenakan dijatuhi hukuman

disiplin berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- : . | memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi|
#c8 Rompetenss Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural
sesual standar kompetensi yang dibuktikan
berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai
l kinerja PNS J
e. mekanisme pengangkatan pejabat administrator dan pengawas,

maka dilakukan denpan tahapan sebagai berikut:

1) Seleksi calon pejabat:

a) calon pejabat dinilai berdasarkan kniteria umum dan kriteria
khusus;

b)Kriteda umum adalah berdasarkan kriteria administrasi
kepegawaian  yang meliputi : Kepangkatan, Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan,Pendidikan Formal, Riwayat Jabatan,
Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Hasil Penilaian
Kinerja;




¢} Disamping,  kriterdla  umum, calon  pejabat  juga  harus

memenuhi kriteria khusas  yang  terdii dan kntena
psikologis dan kompetensi  jabatan. Kriterin khusus
psikologis meliputi aspek : kemampuan  umum,  sikap  kerja,
kepribadian, tan manajerinl. Sedangkan kriteria  khusus
kompetensi teknis didasarkan pada: integritas moral, kemampuan

kepemimpinan, profesionalisme, dan  kemampuan bekerjasama

dalom timg

) Kriteria  khusus  sebagaimana  tersebut  dalam  huruf ¢ dﬂpﬂ!
dinilai melalui hasil Tes Psikologi dan atau tes kompetensi

teknis dan ataw hasil tes manajerial.

2) Mekanisme penpusulan calon Pejabat Administrator dan Pengawas
[eselon IV.b sampai dengan eselon 11l.a) meliputi ;

i Repala OPD melaksanakan penilaian internal sesuai  kualifikasi
vang dipersyaratkan dan kompetensi yang dibutuhkan;

b] Kepala OPD mengusulkan PNS yvanp akan mengikuti seleksi kepada
Tim  Penilai Kinerja melalul OPD yang menangani urusan
kepegawaian dan pengembarngan sumber daya manusia selaku
Sekretariat Tim Penilai Kinerja,

3] Mekanisme pelaksanaan seleksi meliputi:

a) sekrelanat Tim Penilai Kinena menghimoun  usulan dari Kep
OPD sesuai dengan krteria  vang  telah ditentukan:

b} Adapun jika tidak ada usulan darn OPD, maka sekretadat Tim
Penilai Kinerja mengajukan usulan Calon Pejabat kepada Tim
Penilai  Kinerjn sesuai draft nominatif pegawai di lingkungan
Pernerintah Kabupaten Lebong,

c) Sekretanat  Tim Penilai Kinerja menjadwalkan  rapat Tim
Penilai Kinerja guna membahas usulan calon pejabat.

d) Tim Penilai Kinega melakukan seleksi administresi  dan
kompetensi denpan mempertimbangkan seleksi kriteria
umum, dan kkusus yaitu hasil asesment yang telah tersedia
di sekretariat Tim Penilai Kinerja.

4) Hasil selcksi kompetensi yang telah dibahas dalam rapat Tim
Penilai Kinerja untuk  kemudian  lirekomendasikan  oleh  Kelua
Tim Penilai Kinerja guna pengambilan keputusan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian.

[. Pengangkatan jabatan dilakukan secara berjenjang mulai dar eselon IV.b
ke eselon IV.a, dari eselon [V.a (jabatan penpgawas) ke eselon 111.b (jabatan
administrator] dan seterusnya sampai dengan eselon lla (jabatan
pimpinan tinggi pratama} sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam
Peraturan ini.



g. Pengangkat .
atay sef’:;ad: PNS dar dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pralama
ngan Eselon Il.b dan Il.a adalah sebagai berikut .

a. Persiapan

1) Pengisian jabatan pimpinan tirggl pratama dilakukan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian  dengan terlebih dahulu
membentuk Panitia Seleksi (Pansel] dan berkoordinasi dengan
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

2) Panitia seleksi (Pansel) terdin  atas pejabat  terkait dengan
bidang tugas,  pejabat  terkait dengan instans ygns
bersangkutan dan unsur akademisi/ pakar/ profesional. .

J) Panitia  seleksi sebagaimana dimaksud pada  pom

emenuhi pecsy sebazai berikut: .
ma'. ??ﬂﬁg’:&?:ﬁ?gﬂﬁ?ua?ﬂ:ﬁn atau pengalaman i dengan
jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yans i

bl Memiliki pengetahuan umuIm mengenai penilaian
kompetensi.

2)

4) Panitia seleksi perjumlah ganjil paling banyak 9 E:‘-erg!:ﬂanjl

orang dan Paling sedikit 5 (hma) orang -:!eng:’:n perban ’"EH,

Pansel dan internal sebanyak - banyaknya 45% dan T?n
cksternal sckurang- Kurangnya 55%. Pansel dapat dibantu oleh Tim
Penilai Kompetensi (Assesor] Yang ‘indr.-pendr:r:: dan memiliki
pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pemerintah.

5) Panitia Seleksi dapat dibantu oleh Sekretanat Panitia Seleksi.

6) Pansel berkonsultasi dengan Tim Penilai Kinerja menyusun
dan menetapkan standar kompetensi jabatan yang lowong.

b. Pelaksanaan
1] Pengumuman Lowongan Jabatan:

a) Pengisian lowengan jabatan Pimpinan Tingm
Pratama diumumkan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran
melalui papan pengumuman. dan atau media cetak, media
elektror.ik (rermasuk media on-line/ intermet),  dengan
memuat informasi sebagai benkut:

1) Nama Jabatan lowong;

2) Persyaratan administrasi, antara lain; surat lamaran dibuat
sendini oleh pelamar dan hermaterai, fotocopy SK kepangkatan
dan jabatan vang diduduki, fotocopy jjasah terakhir, fotocopy
SPT tahun terakhir, fotocopy hasil penilaian prestasi kerja 2
wahun terakhir, fotocepy STTPL diklatpim, nwayat hidup (cv)

lengkap.

3) Persyaratan integritas yang dibuktikan dengan
penandatanganan Pakta Integnitas.

4) Batas waktu penyampaian lamaran dan

pengumpulan kelengkapan administrasi;
5) Tahapan jadwal dan sistem seleksi,
6) Alamat atau nomor telepon
gapat dihubung;
7) Pengalaman jabatan terkait dengan ja '
dilamar d_an persyaratan jenjang pgendijdiE::'lan Yang aken
dengan bidang jabatan yang lowong,

Sexretariat Pansel yang

dan sesual



8) Lamaia i :
) pen ’ tlllﬁnmpmkan kepada anse] dan
pumuman ditandatangani oleh  Ketua Pansel atau

Ketua
Pansel C.q. Sekretariat Panitin Seleksi,

b) EEI‘EHT"UF“M'{ Inrrgran dilaksanakan pa_ling kurang 15 (limn
clas)  hari kerja sebelum batas akhir tangenl penenimaan
lamaran.

¢) Pengisian Jabatan Pimpinan Tingi Pratama dilakukan secara
terbuka dan  kompetitif paling  kurang  pada  tinpkat
kabupaten dan atau dalam 1 (satu) provinsi yaitu provins
Bengkulu, dengan memperhatikan syaral kompétensi,
kualifikasi, kepangkatan, pendidikan  dan latihan, rekam
jejak jabatan «dan integritas serin persyaratan  lan yianp
dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang:
undanpgan.

2) Seleksi Administrasi

a) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi
dilakukan oleh Panitia Seleksi di Sekretaniat Panitia Seleksi;

bl Penetapan minimal 3 calon Pejabat Pimpinan Tingg Pratama yang
memenuhi persyaratan administrasi uniuk mengikuti seleksi tahap
benkutnya;

c] Kriteria persyaratan administrasi didasarkan alas dasar peraturan
perundang-undangan dan peraturan internal instansi
vang ditetapkan olch Pejabat Pembina kepegawalan.

3) Seleksi Kompeensi

a) Seleksi kompetens: menggunakan metode tes assessment atau tes
tertulis dan wawancara kompetensi adau presentasi tentang visi dan
misi sesuai dengan kebutuhan jabatan lowong dan dapat dibantu
oleh asessor,

b} Hasil penilaian beserta peningkatnya disampaikan oleh tim penilai
kepada Panitia Seleksi;

4) Wawancara Akhir

a) Dilakukan oleh Fanita Seleksi dengan menyusun maten sesuai

jabatan yang  dibutuhkan, wawancara hersifat klanfikasi
terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan
karakter;

b) Dalam pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna
dari jabatan yang akan diduduki.

5) Penelusuran (Rekam Jejak] calon

a) Dapat dilakukan melalui rekam  jejak jabatan dan

pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang
dilamar; !

b Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan, dilakukan
klarifikasi dengan instansi yang terkait; '

c) Melakukan rekam jejak ke tempat asai kerja termasuk kepada
atasan, rekan sejawat dan bawahan serta ingkungan terkait lainnya;

d) h’!e!akukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika
diperluitan. i r



6) Hasil Seleksi

a) Panitia  Selcksi  menyampaikan  hasil  penilaian  jabatan
pimpinan tinggi pratama dan memilih 3 (tiga) calon sesuai urutan
nilai  tertinggi kepada Pejabat  yang Berwenang (Sekda)
bersifat rahasia;

h) Pejabat vang Berwenang (Sekda) mengusulkan 3 (tiga) nama calon
vang telah dipilih oleh Panitia Seleksi kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian (Bupat),

c) Pejabat Pembira Kepegawaian (Bupati] memilih 1 (satu} nama
calon untuk ditetapkan sebagai Pejabat Tinggl Prathma.

i) Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati)

la G laksanaan seleksi pengisian jabatan tingg@ secara
me Pﬂrk'm pe kepadﬂ Menten Calam

terbuka kepadz KASN dengan tembusan i
Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

F. Perpindahan PNS

|. Perpindahan dalam Jabatan

a)] Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka
memperluas pengalaman, meningkatkan kemampuan dan
penyegaran, dimungkinkan terjadinya pemindahan baik dalam dan
dari jabatan Administrasi dan jabatan pimpinan tingg pratama
maupun JF.

b) Setiap PNS dapat dipertimbangkan untuk berpindah jabatan
baik secara horizontal, diagonal, atau vertikal (promosi), sepanjang
memenuhi persvaratan dan ketentuan yang berlaku.

c] Perpindahan jabatan didasari oleh komitmen yang kuat terhadap
visi dan misi Pemerntah Kabupaten Lebong sesuai dengan
kewenangan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

d; Perpindahan dan jabatan fungsional ke dalam
jabatan Administrasi, dapat dilakukan secara selektif dan berjenjang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

e] Perpindahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan

secara berjenjang dimulai dari eselon terendah dalam satu rumpun
jabatan.

f) Er:rpindahan_ ‘dari jabatan  struktural atau setara dengan
jabatan Adminmistrator dan pengawas  untuk  diangkat  kembali

ke dalam JF dapat dilakukan bagi PNS sesuai dengan peraturan
perundang- undangan vang mengatur JF.

2. Perpindahan PNS Antar Daerah
a. Perpindahan PNS antar daerah adalah i
: perpindahan
atau ke dalam Lingkungan Pemerintah Kahupﬁen L’EbongFNS keluar

b. Perpindahan  PNS ke dalam
Kabupaten Lebong dapat dilakukan
kebutuhan organisasi, formasi

Lingkungan  Pemerintah
dengan pertimbangan

kebutuhan
pangkat/golongan ruang, usia, masa kera dan telah lulus 5{.::]15:
51

perpindahan antar daerah.



¢.  Perpindah:
'I{llll;]:lp-:lm-;.“} PNS ke dalam  Lingkungan Pemerintah
di 'l.- abong  dapat  berupa  pindah  tetap, tenaga
perbaniukan dan tenaga dipekenakan, ' o

d. ; 5 TR ' S
IMII.R.I | kenu sebagai PNS  vang akan pindah ke luar dar
Vemerintah Knbupaten Lebong telah bekerja sekurang-kurangnya 2
(dun) tahun,

c. Jangka waktu sebagai tenagn diperbantukan
sebagaimana  dimaksud huruf ¢ dilakukan sckurnng-kurangnya
selama 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

G. Pendudikan dan Pelatihan (Diklaty PNS

1. Dnkint Pmjabatan

a Dalam mangka meningkatkan daya guna. hasil guna
dan profesionalisme  PNS dalam melaksanakan  UEas pada
jabatannya, seluruh CPNS harus mengikuti Diklat
Prajabatan untuk selaniutnya  setelah menjadi  PNS mengikuti

kebutuhan

Diklat  dalam  jabatan menurut jalur kariernya sesuai
dan keperluan dalam standar kompetensi jabatan.

b. Diklat Prajabatan merupakan svarat pengangkatan CPNS tneniadi
PNS.

¢. Diklat Prajabatan terdin dan :

1) Diklat Prajabatan Golongan | untuk menjadi PNS Golongan I,

2) Diklat Prajabatan Golongan il untuk menjadi PNS Gelongan 11

3]  Diklat Prajabatan Golongn 1l untuk menjadi PNS Golongan 111
d.CPNS wajib  dikutsertakan  dalam Diklat  Prajabatan

selambat- lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya scbagai
CPNS.

e. CPNS vang telah 2 (dua) kali mengikuti  Diklat Prajabatan
dan dinvatakan tidak lulus dapat diberhentikan dan CPNS.

f. CPNS vang tidak mengikuti Diklay Prajabatan sebapaimana waktu
yvang telah ditentukan  dan/atau dinvatakan tidak luius  tes
kesehatan, maka diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

2. Diklat Dalam Jabatan
Diklat dalam jabatan terdin dan:

a. Diklat kepemimpinan vang selanjutnyva discbut Diklatpim
:i‘iIaksanal-Ean untuk mencapai persyvaratan kompetensi
kepemimpinan aparatur pemerintah vang sesuai dengan jenjang
jabatan administmsi  dan  jabatan pimpinan tinggl pratama
Diklatpim berdasarkan jenjang jabatan administrasi dan jabatm:l
pimpinan tinggi pratama di  Lingkungan  Pemerintah Daerah
Kabupaten terdiri dari:

1) Diklatpim Tingkat iV untuk jabatan Pengawas atau setara
dengan eseclon IV,

2) Diklatpim Tingkat lII untuk jabatan administrator atau setara

dengan eselon llI; dan



3) Diklatpim Tin
gkat 11 v * - _
atau setara dengan esrlnlnn;IL,Ik jabatan Pimpinan Tinggl Prafama

b.Diklat fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan

\::metfnm yang sesuai dengan jenis dan jenjang JF masing-

SINg. Jenis dan jenjang diklat  fungsional untuk masing-

masing  JF sebagaimana dimaksud, mengikuli ketentuan yang
ditetapkan oleh Instansi Pembina JF dan sesuai dengan jenis serta
formasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Diklat  teknis dilaksanakan  untuk mencapai  persyaratan
kompetensi teknis  yang diperlukan untuk melaksanakan tupas
PNS. Jenis dan jenjang Diklat Teknis  sebagaimana dimaksud

mengacu pada peraturan pcrundang-undangnn.
Sedangkan pelaksanaan Diklat Teknis sebagaimana dimaksud,
mengikuti  ketentuan yang ditetapkan oleh instansi teknis

vang bersangkutan.

1. PENUTUP

A. Pola Karier ~ PNS di  Lingkungan pemerintah  Daerah

Kabupaten merupakan kebutuhan  yang mendasar untuk
dijadikan  pedoman sehingga dapat menjadi dasar pengembangan
karier PNS.

B.Pola Karer PNS  secara terus  menerus akan  dievaluasi
dan dikembangkan sesuai dinamika ketentuan peraturan perundang-
undangan, perubahan organisasi pemenntahan, norma, standar,
prosedur dan kriteria.
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